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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148/PMK.08/2017

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/ LIGHT RAIL TRANSIT
TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8B ayat (3)
dan Pasal 16A ayat (3) Peraturan Presiden Nomor
49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan
Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit
Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan
Bekasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan
Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta
Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah
Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 56  Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang
Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail
Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok,
dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 205) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan
Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit
Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan



Menetapkan

2017, No.1529

Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT
RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR,
DEPOK, DAN BEKASI.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah adalah
alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk
melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat
pemberian jaminan pemerintah sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara beserta perubahannya pada tahun
anggaran berjalan.

2. PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang selanjutnya
disingkat PT KAI adalah Perusahaan Perseroan (Persero)
yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah Pusat
untuk menyelenggarakan Kereta Api Ringan/Light Rail
Transit di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang
Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail
Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor Depok, dan
Bekasi.

3. Obligasi PT KAI yang selanjutnya disebut Obligasi adalah
surat utang yang diterbitkan oleh PT KAI selaku emiten
dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Kereta Api

Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta,
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10.

Bogor, Depok, dan Bekasi melalui penawaran umum atau
tanpa melalui penawaran umum dan berjangka waktu
lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pemegang Obligasi PT KAI yang selanjutnya disebut
Pemegang Obligasi adalah investor yang menanamkan
dana dengan melakukan pembelian Obligasi melalui
penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum
sehingga berhak memperoleh manfaat atas sebagian atau
seluruh Obligasi yang dimiliki.

Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri
adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Agen Pemantau adalah pihak yang mewakili kepentingan
Pemegang Obligasi atas Obligasi yang diterbitkan tanpa
melalui penawaran umum.

Agen Pembayaran adalah pihak yang melaksanakan
pembayaran bunga Obligasi dan/atau pelunasan pokok
Obligasi termasuk denda kepada Pemegang Obligasi
untuk dan atas nama emiten sebagaimana diatur dalam
perjanjian agen pembayaran.

Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan
Pemegang Obligasi atas Obligasi yang diterbitkan melalui
penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang mengenai Pasar Modal.

Kewajiban Finansial adalah kewajiban PT KAI kepada
kreditur atau Pemegang Obligasi yang timbul
sehubungan dengan pinjaman atau penerbitan Obligasi
sebagaimana disepakati dalam perjanjian pinjaman,
perjanjian perwaliamanatan, atau perjanjian penerbitan
dan penunjukan agen pemantauan.

Pinjaman PT KAI kepada Kreditur yang selanjutnya
disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang
mengakibatkan PT KAI menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari Kreditur
sehingga PT KAI dibebani pemenuhan Kewajiban

Finansial.
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Kreditur adalah lembaga keuangan yang memberikan
Pinjaman kepada PT KAI dalam rangka percepatan
penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit
terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan
Bekasi.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Jaminan Pemerintah adalah Jaminan Pinjaman dan
Jaminan Obligasi yang diberikan untuk dan atas nama
Pemerintah melalui Menteri Keuangan dalam rangka
percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail
Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan
Bekasi.

Jaminan Pinjaman PT KAI yang selanjutnya disebut
Jaminan Pinjaman adalah Jaminan Pemerintah kepada
Kreditur sehubungan dengan pemenuhan Kewajiban
Finansial atas pembayaran kembali Pinjaman.

Jaminan Obligasi PT KAI yang selanjutnya disebut
Jaminan Obligasi adalah Jaminan Pemerintah kepada
Pemegang Obligasi PT KAI melalui Wali Amanat atau
Agen Pemantau sehubungan dengan pemenuhan
Kewajiban Finansial atas pembayaran kembali Obligasi.
Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang selanjutnya
disingkat BUPI adalah badan usaha yang didirikan oleh
Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk
memberikan Jaminan Pemerintah di bidang infrastruktur
serta telah diberikan modal berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan
Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian
Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan
Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik
Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan

(Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.



